
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SALINAN

KEPLTTUSAN SEKRETARI S KEMENTEzuAN PERENCANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL/

SEKRETARIS I.JTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR T<EP. 27 / SES /HK/ 03 / 2O2O

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

PEI\II.IJSUNAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN

DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCAI{AJUV PEMBANGUNAN NASIONAL/

SEKRETARIS T]TAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a. bahwa dalaur rangka mendukung pelaksanaan Reformasi

Birokrasi dan peningkatan kualitas regulasi yang dihasilkan

d i Kenrenterian Perenc anaan Pembangunan Nasion al / B adan

Peretrcanaan Petubangunan Nasional, perlu didukung

dengan kegiatan Penguatan Kapasitas Kelernbagaan

Penyusuuau Peraturan Perundang-lJndangan di

Kenrenterian Perenca naan P etnbangunan Nasional/Badan

Pereucanaan Pemban Sunan Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertir-nban}an sebagarntana dimaksud

dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penguatan Kapasitas

Ke le mbagaan Pe nyu s unan P et atut an Peru ndang -U ndangan

di Keme nte rian Peren c anaan Peurbanguna n Nasion al / B adan

Perencanaan Penrbangunan Nasional;

c. bahrva pejabat dan pegawar yanS narnafiya tercantuur

dalam Laurpiran Keputusau ini dtanggap nlampu dan

nrenrenuhi persyaratan untuk duduk dan trrelaksanakan

tugas sebagai anggota Tinl Penguatan Kapasitas

Kelembagaan Penyusunan Peraturan Perundang -u ndangan

di Kemente rian Peren canaan Pembangunan Nasion al / B adan

Perencatraan Pembangunan Nasional;

Mengingat



Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

o^L-

Undang-Undang Notrtor 20 Tahun 2019 tentanS Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggatan ZOZO

(Lerubatan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

198, Tanrbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nonror 0+10);

2 Peraturan Presiden Nonror 45 Tahun 2013 tentang Tata

cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara

sebagainrana telah diubah dengan Peraturan Penrerintalt

Nonror 50 Tahun 2018;

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang

Kenreterian Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan

Perencanaan Peutbatrgunan Nasiorral sebagatntana telah

dittbah dengan Peraturan Presiden Nomor 20Tahun 2O16;

Peraturan Presiden Nontor 68

Organisasi Ketrreuterian Negara;

Tahun 2019 tentang

Peraturan A4enteri Perencanaan Pentbangunan

Nasional/Kepala Badan Petencanaan Petrlbangunan

Nasional Nomor 5 Tahun 2076 tentang Petencanaan,

P elal<sanaan, Pe lapora n, P entantauan dan Evaluasi Kegiatan

dan Anggaran;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS I]TAMA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

PENYI,ISUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

N4embentuk Tim Petrguatan Kapasitas Kelembagaan Petryusutran

Peraturan Perundang-undangan cli Kenrenterian Perencanaan

penrbangtrnan Nasional/Badan Perencanaan Pentbangunan

Nasional, yang selanjntnya disebut Tim Penguatan Kapasitas

Kelenrbagaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan,

dengan susrlnan keanggotaan sebagairnana tersebut dalant

Larttpit'att Kcputttsart ini.
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tinr Penguatan Kapasitas I(elembagaan Penyusunan Peraturan

Perundang -undangan terdiri atas Penairggung Jawab, Tim

Pelaksana dan T enaga Pendukung.

penanggung Jawab bertugas memberikan atahan kebijakan,

nrengawasi, menrbimbing, dan nler"uantau kemajuan dan

nremberi Saran pernecahan atas perntasalahan pelaksanaan

kegratan.

Tim Pelaksana bertugas:

a. ntenetapkan jadwal kegiatan dan rencana ke{a Tim

penguatan Kapasitas Kelenrbagaan Petryusunan Peraturan

Perundang -undangan;

lr. nrelakukan pencarian, petrgnntpulan, pengolahan,

penyusunan, peuretaan, penelah aan, dan pengkairan bahan,

data, dan infornrasi yang dibutuhkan dalam tangka penataan

p er atur an Perttndang - und angan;

c. mellyusutl, ruellSevaluasi dan menelaah daftar inventarisasi

per atur an Pe rundang - undangan;

d. ruelakukan pellyusunall dan pernbahasan fencana

pengembangan regulasi atau deregulasi peratutan

perundang -undangan;

e. nrelakukar1 koordinasi rapat pentbahasan, diskusi dan

disenrinasi pet atut an perundang - undangan;

f. nrelakukan fasilitas penyusunan peratutan perundang-

undangan;

g. melakukan koordinasi dan konsolidasi internal Biro Hukum;

h. nlenyusun laporau kegiatan Penguatan Kapasitas

Kelenrbagaan Penyusunarr Peraturan Perundang-undangan

dan lllenyanlpaikannya kepada Menteri PPN/Kepala

Bappenas melalui Penanggun g Jawab Kegratan'

Tenaga Pendukung bertugas:

a. ntetrrbantu Pelaksanaan tugas Tinr Pelaksana dalanr

menyiapkan dan tnengelola baltan untuk menyusun laporan

kegiatan Tiur Penguatatr Kapasitas Kelenbagaan Penyusttnatr

Peraturan PeruudatrS-rttrdatrgatr ;

b. nrelaksanakan tttgas kesekretartatan dan tugas larnnya yang

ditugaskan oleh Tim Pelaksatra'

KEENAM:
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I(EENAM

KETUJUH

Salinan sesuai dengau aslinya

Kepala Biro Ilukunt

2=-*
RR. Rita Erawati

Segala biaya yang diperlukan dalaru rangkz- pelaksan^an tugas

Tinr Penguatan Kapasitas Keletlrbagaan Penyusunan Peratural

Perundang -undangan clibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggatan

2020.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal drtetapkan dan berlaku surut

sejak tanggal2 Januari 2020.

Ditetapkan dtJakarta

Pada tanggal 9 Maret 2O2O

SEKRETARIS KXMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

HIMAWAN HARIYOGA

ttd



SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

PEIVY-IJSUNAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN

DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/

SEKRETARIS I"ITAMA BAPPENAS

NOMOR Y,EP . 27 / SES /HK/ Og / 2O2o

TANGGAL 9 MARET 2O2O

Sekretaris Ketrrenterian PPN/Sekretaris Utauta

Bappenas.

Kep ala Biro Hukuur, Ketttenterian PPN / Bappenas.

1. Satya Bhakti Parikesit, SH, MM, LLM,

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia;

2. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjatta, SH, MH,

M.Hum, Kementerian Hukunr dan HAM;

3. Farid Utonto, SH, MH, Sekretafiat Kabirret

Republik Indonesia;

4. Muhammad Waliyadin, SH, M.Si,

Kementeriau Hukum dan HAM;

5. Dr. Roberia, SH, iVlH, Kententerian Hukutn

dan HAM;

6. Trikawan Jati Iswono, SE, MPP, Sekretarrat

Kabinet Republik Indonesia;

7. RR. Woro WijaYanti, SH, A4.Si,

Kententerian Hukutrr dan HAA'4;

8. Bimo Haryono, SH, MAP, Ketrtetrteriau

PPN/Bappenas;

9. Hendra Wahanu Ptabandani, SH, LLM,

Kementerian PPN/BaPpenas;

10. Ari Prasetyo, SH, MA, MPA, Kenteutelian

PPN/Bappenas;

i 1. Indra Sakti, SH, MA, Ketrtetitet'ian

PPN/Bappenas;

12. Mirna Saraswati, SH, A4AP, A4IDS,

Kementerian PPN/ BaPpenas;

A. PENANGGUNG JAWAB

B. NM PELAKSANA

Ketua

Anggota

13. Ma.leda
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13. Naomi Helena Tambunan, SH, MLaw.Dev,

Kementerian PPN/Bappenas;

14. Novi Nurviani, SH, MH, Kementerian

PPN/Bappenas;

15. MaJeda Tri lJtami, SH, Kementerian

PPN/Bappenas;

16. Adi Haryo Yudanto, SH, MH, Kementerian

PPN,/Bappenasl

77. Nia Kurniati, SH, Kementerian

PPN/Bappenas.

1. KarisanrKementerianPPN/BapWnas;
2. Sigit Priyanto, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Sunari,KementerianPPN,/Bappenas.

C. TTNAGA PENDUKTJNG

SEIGETARIS IGMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

SEIGETARIS T-ITAMA BADAN PERENCANAAN PEI\4BANGUNAN NASIONAL,

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

z>_
RR. Rita Erawai
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